BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR
NOMOR : 460/ 239 [/ Kpts/ BPT-PS/ 2020

TENTANG

PEMANFAATAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

DALAM PENANGANAN DAMPAK WABAH
CORONA VIRUS DISEASE 2019 {COVID-19)

BUPATI PESISIR SELATAN,

bahwa sesuai dengan himbauan Pemerintah
untuk Stay At Home, Work From Home, dan
Sosial Distancing dalam rangka menghambat
penyebaran Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) yang  berdampak  terhadap
pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat
maka Pemerintah Daerah perlu memberikan
bantuan beras dari Cadangan Beras
Pemerintah (CBP);

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Bupati Pesisir
Selatan tentang Pemanfaatan Cadangan Beras
Pemerintah Dalam Penanganan Dampak
Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19};

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonomi
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 23)
Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun
1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 12, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011
tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5235};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587),
secbagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Kesegjahteraan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5294};

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang  Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaran Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Corona Virus Diseasse
2019 {COVID-19




Menetapkan

KESATU

KEDUA

Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun
2012 tentang Pedoman Pendataan dan
Pengelolaan Data Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Dalam Negeri;

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun
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13.

14.

2019 tentang Prosedur dan Mekanisme
Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah
untuk Penanggulangan Keadaan Darurat
Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca
Bencana;

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88 Tahun
2019 tentang Tata Cara Penyediaan,
Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana
Cadangan Beras Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37
Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Pemanfaatan Cadangan Beras Pemerintah Dalam
Penanganan Dampak Wabah Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) sebanyak 100.000
{seratus ribu} Kg dengan volume @ (sembilan)
Kg/Karung.

Penerima Benotuan Sosizi Cadangsn Beras




KETIGA

KEEMPAT

S o

dan suspeci coronsa

b. orang Dalam Pemantauan ([ODP} beserta
keluarganya;

c. pasien Dalam Pengawasan (PDP} beserta
keluarganva; dan

d. masyarakat terdampak langsung dengan
diberlakukannya Stay At Home, Work Form
Home dan Sosial Distancing yang dinilai
layak oleh Pemerintahan Nagari dan

Kecamatan.
Pemerintahan Nagari dan Kecamatan
berkewajiban menyerahkan nama-nama

Penerima Bantuan Sosial Cadangan Beras
Pemerintah (CBP) Dalam Penanganan Dampak
Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir
Selatan

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan
Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020
Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di : Painan




